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TELAAH TERHADAP TIGA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERENCANAAN KOTA

oleh: K. Lukie Nugroho.

Masalaly perencanaan kota (urhan planning)
sesnggulmya merupakan perwijudan dari upaya
penangamzn kota dengan baik dan’ menjamin ke-
berhasilan pembangunan kota melgii strategi pe-
Za!csarzaaﬁ yang matang, .Di dalam proses perer, .
canaaﬂ kota dan pelaksanamm i, berbagai instan-
si rerlihar di dalamnya karena adanya.. Fonse-
Kuensi kompleksitas permasalehan kota dan nig:
kin speszﬁknya tugas-iugas instansi yang terkait
dalam proses perencanaan, T ulisan berikut ini di-
sgjzkafz sehagal bagion kedua dari artikel Lukie

Nugroho pada nomor 1{1988.

Prosedur Pengesahaii Ren’cana Kota

' Dalam masalah proses penyusunan

rencana kota, secara ‘garis-besar kita
3 tahapan yang di-
lalui oleh sebuah’rencana kota, Cyaitu -
tzhap penyusunan, tahap penetapan'

telah mendapatkan 3

dan tahap ‘pengesahan.

- Balk SVO, Permendagri Nomor 4
Ti’ihun 1980 maupun juga SKB Tahun
1985 menganut tahapan seperti ini,
walaupun tidak bisa dipungkiri telah
terdapat beberapa hal yvang membeda-
kan masing-masing aturan tersebut,

Tahapan-tahapan yang berlaku di
dalam proses penyusunan rencana kota
ini -nierupakan aturan - vang berlaku
di dalam proses penyelenggaraan sis-

tem pemerintahan daerah di Indonesia’

Dalam masalah sistem pemerintahan
daerah, tahapan ini diperlukan sebagai
pelengkap untuk pelaksanaan sistem
pemerintahan daerah, yaitu pengawas-
an preventif terhadap jalannya peme-

rintahan daerzh 1
Untuk rencana Kota setingkat ren-
cana induk, yaitu Rencana Kota (me-

:"nurut SVO)}, Rencara Induk Kota
A{menurat Permendagri Nomor 4 Ta-
“hun 1980) atau Rencana Umum Tata

Ruang Kota {menurat SKB Tahun
1985} masing-masing memiliki per-
bedaan dalam penyusuaannya.

Rencana Kota menurut SVO, sete-
lah ditetapkan ke dalam peraturan
daerah, kemudian oleh pemerintah da-
erah lewat residen diserahkan kepada
Menteri Dalamm Negeri (direkeur). Se.
lanjutnya, peraturan daerah tersebut
oleh Menteri Dalam Negeri diteruskan
kepada Gubernur Jenderal atau Pre-
siden untuk disahkan,

1) Undang-undang Republik Indonesia No-
mor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Baerah. (Lembaran Ne-
gara 1974 Nomor 38), Penjelasan Umum
mengenai pengawasan Preventif,
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Iach ‘di sini terdapat mata: taniai

yang “cukup panjang bagi suatu per- :
aturai daerah rencana kota® “supaya’
bisa 'dilaksanakan karena melibatkan’

seluruh -tingkatarn administrast peme-
rintah secara langsung, dari tingkatan
renéah (pemermtah daerah/kota) San-
pai-yang - paling®atas, yaltu ?zem{ien
(Gubesm‘;r 3 endera};}

- Prosedur- yang dﬂalm gleh’ Reqcana'
Ani 3uga betlaku terhadap Renca-

na—remcana Khusus: dan FUnsar-unsur
Rencana ['yang - mezupak_an ‘rencana
kota lebibdetail. - i :

Ménurut Permendagn Nonor -4
Tahup 1980, Rencana Induk Kotanya
tidak perlu diserahlkan képada Presiden’
untuk di berikan ‘pengesahan; tetapi
citkup'“disahkan  oleh“Menteri- Dalam
Negeri saja. ‘Setelah pemerintah daerah
menetapkan rencana: kota® itu-dalam
bentuk peratiran 'dacral; kemndian‘di-
serahk_an kepada Menteri Dalam Negeri
lewat: Gubernur Kepala Daerah tingkat
1. "Sampai éi sinilah rangkaian proses/
prosedur penyusunin Rencana Induk
Kota'tersebut terhenti pada tingkatan
tertinggi, vaitu Menteri Dalam Negeri.
Proses yang dilalui Rencana Induk
Kotatini berlaku juga terhadap Rerca-
na :Peruntukan - Tanah “yang- merupa-
kan rencana bagian wilayah kota, -~

Untuk ‘Rencaha "Kota - Terperinci-
nya, ‘cukup sampai ‘pada pemenntah
daerah “atasan setingkat di atas peme-
rintah kota/daerah ‘tingkat' 11, yaitu
Gubernur Kepala Daerah tingkat 1. Se-
dangkan” ‘Rencana’ Unsur-unsur Kota
Terperincinya, merupakan - reéncana
yang pahng berbeda terhadap’ rencana—'
rencana terperinci lain karena penyu-
sunannya dilakukan melalui koordina-
si-antara- Departemen -Dalam Negeri,
departemen teknis lainnya dan peme-
riniah daerah,

277

Rencana Umum Tats Ruang Koty
SKB “Tahun 1985, daripada “kedua:
pératuran yang sebelumnya; prosedir:
penyusunannyz lebih singkat lagi. Dhri
rencana yang telah ditetapkan ke da-
lam peraturan-dacrah, cukup: diajukan’
kepada Gubernur:Kepala Daerah ting-
kat T maka ‘salahlah rencand itu® fz-
fur - prosedur " tingkat Teficans induk!
yang terdapat di dalam SKB Tahun-
1985 inilah yang terpendek, dan m;_?
mempakan perkembangan’ k_cmsep po-
nyusunan - rencana - kota “yang pah'agi_j'
akhir/paling baru. Konsep'ini menam-" -
pakkan efisiensi dalam: proses penyu--
sunan rencana Kota, sekaligus mem::
berikan kewenangan pads daerah ting"
kat 1 untnk melakukan pengawasan®
terhadap daerah tingkat 1I/kota dalam’
rangka » pengesahan ' rencana-rencana. .
kota ‘yang  sebelumnya - berada d1-'
tangan pemerintah pusat.

Pemberian: kewenangan pengesaha‘n"
rencana kota kepadaidaerah tingkat’
1 tersebut.:akan -mengurangi - beban:
pemerintah pusat untuk'melaksanakan
tugasnya yang semakin lama:semakin:
kompleks.® Ini merupakan: petunjuk’
positif. dalam proses penyusunan ren-
cana kota, karena mengurangi lama-
nya waktu yang harus ditempuh suatu’
rencana kota untuk bisa dilaksanakan.:
Dalam hal ini' juga : terkait ‘masalah

2) Sebetulnya prosedu: ini adaiah prosecmr‘
pengawasan praventif menurat UU NO _____
‘smor-5 Tahun 1974 juga: Bt Rl

3) Untuk menangani - masalah: perkota.sn':

_.saja, Menutut. Permendagn Nomor 4 . Ta-
hun 1980 pemenntah pusat harus e,
"nangam “pengesahan sekitar' 232 kota
-yang. sebagian besar: masih belum: disah~
. Kan. Selanjutnya likat : National Urban;
'Develompement Strategy P;:ogect Meka-
liiemre Adininistrasi Pemerintahan dalam’

- Pengembangan « Perkotaan, - Mei 1984,

halanan 52—58.
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pemberian . tanggung -jawab pada dae-
rah -agar lebih bisa menangani sendiri

pennasalahampermasalahan yang ‘di-

hadapi. .. :
Pmsedur yang dzlalm oieh rencana-

Tencana ‘terperinci:.di.dalam . SKB Ta-:

hun :1985.adalah sama dengan prose-
dur Rencana Umum Tata Ruang Kota
tersebut,-baik -itu prosedur Rencana
Detail Tata: Ruang Kota maupun Ren-
cana Teknik: Ruang Kota, :
Untuk SVO, ‘semua. rencana ter-
permcmya harus. melalui: jalur. penge-
sahan* dari - pemerintah pusat,” berarti
tidak: sama .dengan yang diatur Per-
mendagri - Nomor 4 Tahun 1980
maupun -SKB' Tahun 1985. Kalau
Permendagri, rencana terperincinya
ada:dua yang harus melalui jalur. pe-
ngesahan pusat, Rencana Peruntukan
Tanah' dan Unsurunsur Kota Tepe-
rinci, Teknis dan Sektoral, Sedangkan
satunya, yaitu rencanakota terperinci-
nya, hanya -cukup melalui prosedur
Gubernur Kepala Daerah tingkat 1.
Ada lagi sebuah rencana kota me-
nurut konsep SKB Tahun 1985 yang
lain:daripada:rencana-rencana di SVO

maupun Permendagri Nomor 4 Tahun

1980, vyaitu - Rencana Umum Tata
Ruang Perkotaan. Penyusunan RUTRP
ini hanya di- tingkat pusat, vaita di-
susun - oleh ‘Pekerjaan Umum beserta
menteri-menteri lain yang berkepen-

tingan dengan perencanaan kota. Sete-.

lah itu, rencana-rencana kota yang te-
lah disusun tersebut dlmajukan kepada
Presiden untuk disahkan.

Selain RUTRP ini juga ada Rencana
Umum Tata Ruang Kota bagi tiap-tiap

ibukota daerah tingkat I yang juga -

harus disahkan oleh instansi pusat,
yaitu Menteri Dalam negeri. Ini jelas
materi baru yang periu dipikirkan

Hukum dan Pembangunap:

lebih lanjut, karema pada umumnya
ibukota daerah tingkat I statusnya
bersinggungan dengan status daerah'
tingkat 11, i - o
< Pari ketiga peraturan ini, hanya
SVO lah yang secara tegas menunjuk-
kan upaya-upaya menyertakan partisi-
pasi.masyarakat secara langsung dalam
menentukan suatu rencana kota #
Partisipasi masyarakai dalam menentu-
kan rencana-rencana kota meripakan
unsur penting bagi keberhasilan = pe-
nyusunan dan pelaksanaan rencana
kota. Dengan adanya partisipasi, akan
membantu  mengurangi - atau meng-
hindari konflik kepentingan yang
biasa terjadi di dalam proses pelak-
sanzan pembangunan kota.
Stadsvormingsordonnantie mencan-
tumkan secara tegas ketentuan .ini
atas pertimbangan hal di atas. yang
dilatarbelakangi idealisme demokrati-
sasi dalam perencanaan kota yang. di-
hormati oleh negara-negara Eropah
seperti  Belanda. Di Ingeris, suaty
rencana kota yang akan ditetapkan,
terlebih dulu disebarkan kepada ma-
syarakat lewat suratsurat pos ke
rumah-rumah ® : ;
Cara yang ditunjukkan SVO dalam
mengikutsertakan masyarakat berparti-
sipasi dalam menentukan rencana-ren-
cana.kota tentulah sangat sulit dilak-
sanakan di Indonesia oleh masyarakat
Indonesia yang .sebagian besar ber-
pendidikan -rendah. Dengan demikian
tentu akan sulit memahami masalah
perencanaan kota; Pada umumnya ma-

4) Keputusan Letnsn Gubernur Jenderal
indonesia, Nomor 18 Tzhun 1948 ten-
tang Stodsvormigsordonngntie. (S, 19-
48 Nomor 168), Bah I}, pasai 11. :

5) Wawsancara dengan Ir. Sussongko, Msc.,
Jakarta, 4 Mei 1987.
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syarakat ‘baruakan menyadari. pema-
haman rencana kota ini setelah kepen-
tmuannya bertubrukan: dengan - ke
' bljaksanaan ‘perencanaan kota: Misal-
nya, ‘sebagian. ‘ianahqya terﬁotong oleh
pemaangunan jalan! : i
= Ketentuans8V0. mengenaz p&!e.lsl-
pas1 masyamkat jelasiakan. mEmb.,u-
kan’ jufiinan- kepastian hukum-.
hadau pemenuhan azpirasi masyazakat
.Ketentuan ini dltun;ukkan antara lain
dalam 131 Leharusaﬁ mempnbhk,asﬂcan
tencana ‘kota yang berlaku, pengajuan
keberatan Jkeberaian terhadap Rencana
rencana Khusus dan penanua'l ‘ban-
' dmg 8)

Sebaliknya oleh perencana Kota di
negafa rana pum, d1anggap ‘bahwa
campur tangan ‘masyarakat ‘dalam’ pe-
nyl,sunan Tericand  kota ‘merupdkan
hsmbatan yang cukup serius, karend-
nya mesis ' menghmdari«:an campur
tangan ini, " Jika tidak, maka ren-
cana Kota ‘yang akan @isusun tidak
‘akan Jad1-]ad1 -atau peiaksanaannya
kurang sempuma

Atas dasar mx, pembentuk undang-
undang perencanaan kota’ harus ber-
pikir dua Kali lagi bila hendak mencan-
tumkan ketantuan-ketenman menge-
nai hal*ini atau samasekali tidak men-
cantumkannya, atau tidak menegaskan
pengaturannya ‘sepertl yang ‘Gilakukan
oleh 'pembentuk ‘ungang-undang yang
menyusun Permendagri Nomor 4 -Tg-
‘hun 1980 “dan ‘SKB Tahun #1985,
‘Walaupun “demikian, kedua’ peraturan
ini dalam prakteknya tetap “tidak me-
nuiup kemungkinan  adanya’ peran-
serta ‘masyarakat dalam proses penyu-

6) Keputusan Letnan Gubernur Jende:al
Indonesia. loc. cif,

’7) Wawancara dengan Ir.: Sussongko, Msc.,
Jakarta, 4 Mei 1987, i :
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sunan suate -tencana kota melslul se-
minar-seminar-atav media lain. Hal inj. -
tidak bisa dipungkiri karena menyang:;
it masalah mutu rencana kota dalam.
mengakomaodasikan berbagai kepen—
tingan masyarakat: - i

Agaamt yang ’}’Ierhbat

- Perencanaan kota merupakan salah'f
satu wujud -uszha- usaha.pembangmap _
daerahfkota yang ideainya dilakukan -
sendizi, -oleh- pemerintah ‘dan masya-
rakat daerah/kota-yang bersangkutan:
Sebab pada dasarnya masyarakat dan
pemerintahdaerah/kota yang bersang-
kutanlah yang lebih memahami kondi-
si daerahnya; Dengan demikian tujuan
pembangunan akan lebih mudah ter-
laksana.

. Prinsip ind beqalan searah . dengan
ma%ma. pemberian - otonomi  kepada
daerah yang dianut oleh Undang.
undang Nomor 5 Tahun 1974 yang
memungkmkan daerah yang bersang.
katan mengatur, dan mengurus rumah-
tangganya sendm untuk meningkatkan
daya guna “dan hasil guna penyeleng-
garaan pemenntahan Untuk mening.
latlan pelayanan terthadap masyarakat
dan pe,..kQanaan pembangunan maka
tmk berat otonomi daerah diletakkan
pada daerah tingkat II karena diang-
gap . Iangsung/iebm langsung = berhu-
bungan dengan. . ymasyarakat sehingga
dlharapkan lebih mengerti dan meme.
nuhi aspirasi masyarakat tersebut.*!

- Stadsvormingsordonnantie . telah -
menuniukkan realisasi atas prinsip ini

B) U‘ndang-umiang Repubhk Indonesm Mo-
..mor § Tahun 1574 tentang Pokok-pokok
._Pemermtahan di Daerah. (Lembaran Ne-
gara 1974 Nomor 38), Panjelasan Umum
tentang Daerak Otonom, a.l.2.
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bahwa’rencana kota, apakah itu Ren-
cana Kota; Réncana-rencana Khusus
dan- Unsur-unsur Rencana: adalah. we-
w_eriahg}-ﬁ -pemerintah - rdaerah - untuk
menyusunnya, 'Oleh karena itu SVO
tidak mengenal penyusunan:rencana
kota. oleh pemerintah pusat, seperti
yang ditegaskan dan diatur “di dalam
SKB: Tahun:: 1985 yaitu: berwujud
Rencana Umum Tata Ruang Perkota-
arcAlasan yang bisasdikemukakan -di
sini-‘adalah-keadaan/status negara” fe.
derat: Belanda “yang:menyusun: SVO
tersebut; “Negara - ini ‘merupakan- per-
wujudan keinginan Belanda untuk me-
nguasai- kembali “bumi Indonesia -de-
figan ‘cera- menempatkan tentaranya
kembali ‘di Indonesia melalii media
pengiriman tentara sekutu ke Indones
sia yang ditugaskan mengawasi pena-
rikan ‘pasukan’ Jepang yang menye-
rah,®:

"Belanda kemudian tetap tinggal di
Indones;]a dengan menguasai kotakota
besar di Indonesia, terutama di Indo-
nesia belahan barat Sedangkan bagian
Indonesia yang lainnya tetap dikuasaj
oleh Republik Indonesia. Keadaan ne-
gara yang bergejolak inilah yang mem:
buat pembentok undang-undang SVO
belum berpikir ke arah ‘pembentukan
rencana uritm kota seluruh negara,

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor ‘4 Tahun 1980 juga menganut
paham bahwa - penyusunan’ Tencana
kota merupakan wewenang pemerin.
tah. daerah/kota.X® - Prinsip ‘ini ber-

9} The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerin.
tahan Daeraht di Negara Republik Indo-
nesia. (Jakarta : Gunung Agung, 1974)
* halaman 121, -

10} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyu-
sunan ‘Rencana Kota, Lampiran, Bab |
tentang Sistem Perencanaan, butir 4.

~Hukum dan Pembangunan, '

laku bagi penyusunan Rencana Induk
Kota, Rencana Peruntukan Tanah dan
Rencana Terperinei Kota. SEdaﬂgkan
vnituk Rencans Unsur-unsur Kota Ters
perinci, Teknis dan Sektoral, keten-
tuzn ini tidak berlaku karena penyu;
sunannya melibatkan Departemen Da.
fam Negeri dan instansi vertikal,

Demikian juga dengan SKB Tahun
1985, prinsip ini berlaku waIaupun
sedlklt ada penyimpangan, yaitu. deng:
an adanya atau diperkenalkannya Ren.
cana. Umum Tata Ruang Perkotaan
yang mengesampingkan wewenang.pe-
merintah daerah/kota dalam penyusw
nan rencana kota.

Pemerintah daerashfkota yang terdl
ri dari kepala daerah/walikota,. dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e-
rupakan instansi pertama yang ter-
libat dalam penyusunan rencana kota.
Prinsip ini semua dianut oleh SKB
Tahun 1985, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomer 4 Tahun 1980 dan
SVO, karena memang menurut paham
pemerintahar  daerah di Indonesia
sejak. tahun 1945 kepala daerah dan
Dewan Perwakilan . Rakyat Daerah
merupakan perlengkapan pemerintah-
an di daerah 3V L

Dalam tingkatan kedua proses pe-
nyusunan rencana kota, aparat- aparat
yang terlibat di dalamnya untuk ma-
sing-masing peraturan daerzh tldaklah
sama.

Bagi SVQ, aparat tingkat ke dua
dalam proses - penyusunan . rencana
kota adalah residen, Aparat yang di-
sebut dengan residen ini merupakan
alat perlengkapan . pemerintahan dae-
rah Hindia Belanda yang mengepalai

i1) Irawan Sosjito, Sejarah Pemerintahan
Daergh di Indonesia. (Jakarta : Pradnya
Paramita, 1984), hal. 10,






Instansi pusat ini terdiri atas direkiur
{(Menieri Dalam Negeri) dan Gubernur
Jenderal (Presiden). Sedangkan peran-
an Sekretaris Negara atav Kepele De-
artemen Perairan don Pembangunan
Keémbali-tidak menonjol, yaitu dalam
néa‘salah peﬁzber:’an z'zin pefwimpangan

I"urzgSi Sekretaris Negdm hampir 1den—
tikdengan bagian fungsi Departemen
Pekerjaan "Umum -RI saat ini. Untuk
semua jenis rencana kota dalam SVQ,
pengesahannya harus melibatkan Di-
rektur dan Gubernur Jenderal ini.
“Bila‘dibandingkan dengan Permen-
dagri Nomor 4 Tahun 1980 dan SKB
Tahun 1985, proses yang melibatkan
seorang ‘- presiden {Gubernur fenderal)
dalantmerencanakan kota adalah me-
kanisme administiasi perencanaan kota
yang sudah ketinggalan jaman karena
sudah tidak praktis dap tidak efi-
sien1® Apalagi dengan makin kom-
pleksnya_ tugas-tugas seorang presiden
dewasa ini vang pasti bila dibanding-
kan dengan seorang Gubernur Jenderal
pada. masa berkuasanya pemesintah
Relanda dulu, pasti akan sangat kesu-
litan "mengurusi sekitar sekian ratus
rencana kota atau rencana-rencana fi-
sik lainnya 1) Ditambah lagi dengan
berbagcu persoalan lainnya lagl yang
prioritasnya .tidak kalah pentingnyz
“dengan masalah perencanaan kKota saja.

14) Keputusan ‘Hoge Vertegenwoord:gea‘ van
viode-Kroon nomaor -7 ‘tanggal 27 Januari
© 1949 “tentang Stadsvormings ver orde-
ning. {S..1949 Nomor 40) Bab H pasat
13) Wawancara dengan- Ir.
© - dia, Jakarta 2 Mei 1987. :
Lihat-": National - Urban Development
Strategy Project, Mekanisme Administra-
si Pemerintahan dalam ‘Pengembangan
Perkotaar, Mei 1984, haiaman 52-58.

Sjarzf E’uradlma-
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Hukum dan Pewbangungn

Untuk mengatasi hal ini, daiam per
kembangannya wewenang memberikan
pengesahan  terhadap rencana kota
kemudian dilimpshkan oleh Presiden
kepada Menteri Dalam Negeri untuk
melakukan pengesahan 1™ Pada akhiy:
nya, wewenang ini diserahkan juga
kepada daerah tingkat I, walaupun
peranan instansi vertikal juga tuput
serta menentukan 8 Ini herart pro-
sedurnya lebih singkat lagi, dan me-
rupakan langkah maju.karena ada pe. -
limpahan'wewenang kepada daerah.. ...

Materi Rencana Kota

Materi rencana kota menurut ma-
sing-masing rencana kota--3VO, Per
mendagri Nomor 4 Tahun 1980 dan
SKB Tahun 1985 — bisa c¢ilihat dari
definisi/batasannya, jenis rencana kota
serfa isi yang terkandung dalam jenis
rencanz tersebut,

Ternyata, di anlara ketiga peraturan
tersebut tidak ads yang sama batasan,
jenis rencana dan isi yang terkandung
di dalamnya. '

Secara keseluruhan, matesi-materi
rencana kota SVO masih bisa diterap-
kan wnfuk masa sekarang karena
cukup luas pengaturannya.’®? Apalagi
jika dilihat dari seluruh afuran vang
termuat di dalam SVO, materi yang di-
atur tidak hanya masalah perencanaan
kota, juga mengatur masalah peratur-
an bangunan Jadikalau akan menyu-
sun pengganti’ 'SV O, selain harus mem-
buat peraturan perundangan tata ruang

17} Konsep ini -dianut :oleh’
Nomor 4 Tahun 1980,

t8) Konsep ini dianut oleh Surat Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Men-
teri Pekerjaan Umum 1985,

19} Wawancara dengan Ir. Sussongko, Jkt.,
4 Met 1987,

i’ermendagri
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kota juga ‘harus -adafdibuat peraturan
perundangan yang mengatur peraturan
bngunan

~“Peraturan’’ Menten Dalam Negen-

Nomor. 4 Tahun '1980. maupun SKB
Tahun.1985. tidak memuat’peraturan
bangunan: seperti peraturan bangunan
di’ dalam+SVO yang pengaturannya
sangat ‘terperinci - dan -langsung bisa
dlpergunakan sebagai pedoman. pelak-
sanaan, Didalam SVO inilaht peraturan
bangunan -mendapatkan - porsi -peng-
aturan, yang -paling besar, sedangkan
aturan Tencana kotanya sendiri hanya
singkat. saja. Keadaan ini memang ke-
hendak pemerintah - Belanda untuk
memberikan -prioritas pembangunan
kotakota karena masyarakat Belanda
di - Indonesia tingkat di Kotad kota
pada waktu tersebut.?%}
Aturan-aturan: 1encana kota di da—
lam SVO itu kemudian dijabarkan ke
dalam -peraturan pelaksanaan yang
lebih mendetail oleh SVV. -
‘Sebaliknya, -pengaturan Tencana
kota dalam Permendagri Nomor 4 Ta-
hun 1980 dan SKB Tahun 1985 lebih
lengkap bila dibandingkan dengan pe-
ngaturan rencana kota di-dalam SVO.
Hal. imi -bukan semata-mata karena
Permendagri Nomor 4 Tahun 1980
dan.SKB . Tahun 1985 hanya mengatur
secara khusus perencanaan kota {tata
ruang kota) saja, tetapi lebih dari itu,
dimensi yang terkandung di dalam
rencana kota Permendagri Nomor 4
Tahun. 1980 dan SKB Tahun 1985
lebih kompleks lagi, seria lebih jelas
pula -isi rencana-rencana yang dikan-
dungnya. Ini bisa dimaklumi karena
bagalmanapun ]uga kedua peraturan
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perkembangan ilmu planologi yang ter: ..
akhir, administrasi pemerintahan yang
lebih maju, dan sebagainya.
Rencana kota menurut SVO selam.._
materinya dari segi planologis sudah.
kurang lengkap dan kurang jelas bila:
dibandingkan dengan materi Permen..
dagei Nomor 4 Tahun 1980 dan SKB.
Tahun 1985. Dari segi bahasa, pen_ﬁf—_.;_
siran-SVO maupun SVV yang dilaku-:
kan oleh  perencana-perencana -koia:
Indonesia - masih -belum - tentu : sama
persis satu dengan yang lainnya. Salah .
saty contoh adalah perbedaan penmaf-:
siran terhadap Rencana-rencana Khu-:
sus di dalam SVO. _
Rencana kota di dalam SVO me-
ngandung visi arsitek-arsitek Belanda
yang menyusun ketentuan-ketentuan
rencana fisik kota dengan mengako-:
modasikan kegiatan-kegiatan peme-
rintah penjajah Belanda.?l? Pada wak-.
fu itu penduduk Indonesia berada
dilshan pedesaan, sedangkan Belanda
menduduki perkotaan. Sehingga peng-
aturan rencana kota SVO lebih me-
ngakomodasﬂcan kepentingan bangsa
Belanda di Kota. Selain dari itu,
banyaknya dan lengkapnya pengaturan-
peraturan bangunan di dalam SVO
mengandung unsur-unsur untuk meng-
amankan bapgunan-bangunan, . yaitu
bangunan-bangunan milik Belanda.
Seperti telah disebutkan sebelum-
nya bahwa urajan-uraian rencana kota
berdasarkan pada jenisjenis dan defi-
nisi, serta isinya. Untuk selanjutnya,
pembahasannya diurui dengan urutan
jenisjenis remcana kota yang ada,
yaitu dari ‘rencana induk, rencana
bagian wilayah kota, kemudian ren-

20) Wawancara dengan Ir. Tatag Wiranto, Ja- 21) Wawancars dengan Ir. Tatag Wiranto,

Lartz, Juli 1987,

Jakarta, Juli 1%87.
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kai dan bers:fat garis- besar
ehmgga penafsuannya blsa

an "-ol_e_h “Menteri Dalam’ Negeri- RI,
- SVO ikuatkan/ditegaskan -

Indonesia® bagi‘ibukota kabupaten da=:
erahitingkat 11.20: a0 -

‘Berkaitan dengan Iengkap t:daknya
tuas tldaknya ‘atau singkat’ tzdaknya
suatti atiran rencana kota, itu semua
tergantung pada pelaksanaannya‘ Kare-
na: memang ‘belum” tentu’ perumusan:

rencana yang “haik yang merupakan
wu]ud’ peraturan yang bagus danileng.

kap; ‘sérta terperinei - ‘akan “berhasil
baik" éaiam peiaksanannya Malahan
perumusan rencana kuta yang Tumnit

22}). Keputusan Letnan Gubemur Jenderal
- Indonesia Nomor 18 Tahun 1948 tep-
rang Stadsvormmgsardmnantze (S 1948

i Nomor168); Bab 1f, pasal 3.

23} :Keputusan_ Hoge Vertegenwoord:ger van
" de Kroon WNemor 7 tanggal 27 Januari

“1949 tentang Stadsuormmgsordmnant:e
+(8:71949) :Nomor.: 40). ‘Babid, pasal 1
sodan2o

24) Surat bdaran menterl Dalam l\u.gen Re~

publik Indonesia Nomor Pemda 1812/
6 tanggal 15 Mei 1973 tentang Penyu-

““sunan Rencana Pembangunan Kota bagi
tiap ibukota Kabupatén, butir 1.

: masm insa cixpergunakan sampzu.
sekarang Nyatanya memang kémudi::

‘bahwa:
SV mas;h d1paka1 sebagai landasan’
hukun - penyusunan rencana kota di.

Hukum-dan Pembqng@n

dan = muluk-muluk-“cenderung. . tida
terlaksana karena adanya: kesenjangan
antara aturan dengan pelaksanaan:
nya. %) Hal ini' bisa terjadi jika renca- .
na Kota-tersebut: tidak- didukung.oleh.
data:lapangan.yang aktual, tidak did
kung oleh pelaksana26) dan kevangan
yang:memadai, serta ‘fencana:kota
yang kaku:ditambah:dengan. kondisi
pelaksana rencana kota yang: belum
mampi menaisukan dan menerapkan
1as11 perefcanaan;” )
“Sedangkan “isi yang dikandung 1
Rencana Induk ‘Kota Permendagri: N'
mor ‘4 Tahun*1980 lebih jelas dan
gas bila dibandingkar dengan isi‘Re
cana ‘Kota di'dalam-SVO, Isi-Rencans:’
Induk “Kota ‘secara’ garis: besar terdifi
atas‘informasi dan data yang a’zguna- '
kan, enalisis pengkajian  porensi dan;
masalah, rumusan kebijaksanaan dasar
perencanaan, penjabaran dalam’ bentuk _
rencana struktur, dan rumusan pelak—"_
saigan pembangunan. Kemudian ma-
sing-masing ‘bagian “itu dijabarkan ke
dalam bagmn -bagian  yang ‘lebih «ter-
pefinci sécara sistematis dan menyang—
kut ‘aspek yang:luas:di dalam- rangka
pembangunan kotakota beserta i isinya.
Di*samping ‘ itu; Permendagri Nomor
4 Tahun 1980 menggariskan; perenca:
naan: kota harus cukup konkret serta
memungkinkan pelaksanaannya secara
rasional (dapat dilaksanakan sesuai de:

25) Lehlh Eamut llhat Patnck McAus!an

“Tanah Perkotaan dan Per!mdzmgan Rak-

i yat Jelata. (Jakarta'::'Wahana Lingkung:

<o Hidup s Indonesia. dan. PT Grdmedla,
) _1986) halaman, 9298,

26) Masalah kekarangan tenuga ahti’ pau.n-
cangan ini selanjuinya baca : National
Urban Development Strategy project,
Mekanisme  Administrasi Pemerinighan
“dalam’ Pengembangan™ Perkr)raun Mei
1984, halaman 20-26.7 :



Péi‘ﬁndﬁngfuiiaa'ngaﬁ'Péfeﬁcanaan Kota *

ngan kemampuan 27)

“Demikian juga’ dengan deﬁms1 Ren— :
catia Umum Tata’ Ruang Kota (RUT-
RK) ‘yang’ ‘mérpakan tencana Induk--
nya,singkat : ‘dan lugas sehingga bisa
mudahditerapkan,~serta- cukup:inas
cakupannya’ -karena® disusun. untuk
menjaga keserasian . pembangunan an-
tarsekior. sSedangkan. sektor “peniba-
ngunan: it ssendiri ruang . ‘lingkupnya
sangatlah frasnya. Luasnyabidangyang
dicakup . oleh RUTRK ini: sendiri ter-
diri-dari :masalah penduduk permai:
faatan ruang kota, pelavanan-kegiatan
kota, transportasi, - utilitas; kepadatan
bangunan : lingkungan,: ketinggian ba-
ngunan, pemanfaatan : air baku, -ling-
kungati, pelaksaman dan: zndzkasz unit
pelayamn B 4 Lo

“Dari ketlga rencana mduic d1 atas
tampaklah bahwa pengaturan Tencana
induk di dalam SVO kurang Iengkap:
bﬁa d1bandmgkan dengan dua aturan
yang lainnya. Namun demikian, SVO
menun]ukkan kelebman “dalam hal
tertentu, yaitu SVOo dengan tegas
mencantumkan ketentuan perlmdung-
an terhadap pekenaan atau “kompleks
yang dzpandang penting  dari sega
se;arah kebudayaan dan keindahan.

Rencana kota setelah Rencana Kota
di dalam SVO adalah Rencana rencamz
Khusus. Di dalam Permendagn Nomor
4 Tahun 1980 adalah Rencana Perun-
tukkan Tanah, sedangkan untuk SKB
Tahun 1985 diberikan nama Rencamz
Detazl Tata Ruang kita, .

Ketiga rencana kota yang samase-
kali berbeda ini sebetulnya adalah
sama fungsmya sebagai_ rencana yang

27} Peraturan’ Menteri Dalam Nosmor 4 Ta
hun 1980 tenteng Pedoman Penyusunan
Rencana Kota, Lampuan, Bab i, Sigtem
perencanaan butir B.
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mengatur bagian wilayah kota dam .
memberikan perwujudan aturan yang
detail dari rencana induk. Dalam 8VQ,
ketentuan ini ditunjukkan pada pa§_al ;
4 ayat 1, di dalam Permendagri Nomos

4 Tahun 1980.ada pada Bab I tentang
Jenis Rencana Induk Kota bagian 2.1.,.
di dalam SKB Tahun 1985 ditunjuk- .
kan di dalam pasal 10 (1):

. Rencana-rencana Khusus di dalam.

SV pengaturannya cukup smgkat_danf '
garis besarnya saja, tidak seperti Ren-.
cana Peruntukkan Tanah dan RDTRE
Kembali lagi, hal ini menungukkan ke-
damratan 5V0O dalam. penga’iuran
kota yang tidak lepas dari konchsi
kota-kota waktu ifu yang membutuh-
kan §3erba1kan dan pembangunan kem-.;
bali secara cepat kota-kota yang han-.
cur akibat perang. Sehingga pengatur-
annya tidak begitu sempurna.

Selain menunjukkan kondisi “’daru-
rat”, hal ini menunjukkan pula kese:
derhanaan pengaturan Rencana-renca-
na Khusus karena struktur bagian wi-
Jayah kota serta permasalahannya tidak
sekompleks bagian wﬂayah kota pada
masa sekarang

‘Rencana Peruntukkan Tanah~ di
dalam Permendagri Nomor. 4 Tahun
1980 tidak divraikan secara lengkap,
yang ada hanyalah ketentuan bahwa
Rencana Peruntukkan Tanah merupa-
kan rtencana subwilayah kota yang
diprioritaskan ‘pengembangannya. Ini
merupakan rencana jangka menengah
yang merupakan tindak lanjut rencana -
induk kota yang telah disahkan. Tidak
seperti Permendagri Nomor 4 Tahun
1980, SKB Tahun 1985 justru Me-
ruimuskan. RDTRK ke dalam aturan
yang cukup luas, walaupun secara glo-
bal saja. Nantinya aturan RDTRY ini
akan dijabarkan dan diperinci lagi

Famy TOSR
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_délaih Surat Keputusan Menteri Peker--
jaan '.U_mum “Nomor 640+ ‘tentang
Pererzca waan: Tata Rmmg Kom tahuni

terpennm dx' dalam VO’ dxsebut 56"
bagai Unsur U TISUF Rencana di dalam
Permendagri N«smo.r ‘4" Tahun 1980

'di" but Rencana Kota Temerzncz se'

Kota (RTRK)

dan’ RTRK, Unsur -unsur ‘Rencana ini

disiisun dalam keadaan memaksa. Lo-
glkanya jika tidak terpaksa maka ti-

dak perly disusunlah Unsur-unsur Ren-
cana ini. Pada pokoknya’isi Unsurun-
sur_Rencana ini merupakan penjabar-
an Rencana-rencana Khusus, baik me-
ngenai pekerjaan-pekerjaan pemasang-
an. dan . perkerjaan . bangunan yang
ada2®)

Rencana Kota Terpennm juga. ada
}ah féncana terperinci yang merupakan
pengisian/pelaksanaan Rencana Perun-
tukkan Tanah. Sedangkan RTRK juga
demzk:an R'I‘RK ini disusun - secara
komplit... bila . dibandingkan . dengan
Unsur—unsur Rencana. . dan- Rencana
Kota Terperinci, walaupun garis-garis
besarnya . saja. Nantinya perincian
RTRK -ini juga diatur . dalam Surat
Keputusan Menter; - Pekerjaan. Umum
Nomor 640 .Tahun 1986 secara leng-
kap

23) ‘Keputusan - Hoge Vertegenwuurdager
ivan de-Kroon Nomor 7 tanggal 27 Janu-
. ari . 1949 tentang stadsvormingsverade-
ning.’ (5. 1949 Nomor 40), Bab 1, pasal

2, butir 3,

'baﬂzn Rencamz Tekmk Ruang-'

1 yahg sangat membedakan'
Unsur-umsur ‘Rencana terhadap Renca-
na terhadap Rencana’ Kota Terpennm_

.Hukum don Pembangung nf_-" -

Ada rencana kota lain. -yang juga;_
perlu: diketahui, yaitu RUTRP (Ren-
cana “Umum’ Tata :Ruang Perkotaan) -
dan ‘dua. rencana. dalam: - bidang - admi-:
fistrasi ::di ~.dalam SKB,. kemudjan.
Rencana Unsurunsur Kota Terperingi. -
Teknis dan::Bersifat.-Sektoral dalam_
Permendagri Nomor 4 Tahun 1980,

“RUTRP-isinya tidak jauh berbeda;_ -
dengan RUTRK; hanya saja- dimensj-.
nya adalah bersifat regional atau. qa-
sional.’ - Sehingga - terdapat - banyak-_--'
ragam permasalahan yang perlu Men-:
dapat penanganan di mana RUTRP ini -
diperlukan untuk menjaga keseimbang-
an  dalam ‘hubungan ketergantungan
antara satu kota dengan kota yang
lainnya. Baik itu di dalam lingkup:
regional, maupun skala nasional. Reg::
cana Kkota seperti ini tidak ditemui
pengaturannya dalam SVO maupun
Permendagri Nomor 4 Tahun 1980,
Walaupun pada saat yang bersamaan
dengan berlakunya ketentuan Permen-
dagri ini isu fencana kota semacam
RUTRP ini juga sudah dibjcarakan 29)
nann Permendagn Nomor 4 Tahun
1980 tidak j 3uga mengaturnya _

Dua rencana lain di dalam SKB
tidak dlurazkan di szm Tetap; yang
jelas, adanya ketemuan ini membeda-
kan SKB terhadap SVO dan Permenda-
gri Nomor 4 Tahun 1980. Munculnya
rencana b1dang adnnmstras1 ini ber-
kaitan dengan adanya/munculnya SKB
Tahun 1985 ity sendiri sebagai akibat

adanya pertlkalan antara Departemen e

Dalam Negeri dengan Departemen Pe-
keqaan Umum Rl

29) Selanjutriya baca, I.L. Bussink, J.A.M.
KroesseDuijsters, J.H. Enter, 4 Spatial
Planning Law for Indonesia. (Bahan dis-

. kusi, Ministry of ‘Housing, Physical
Planning and Environment inj the Nether-
lands, Oktober 1986), halaman 4.



Perundang-undangan Perencanaen Kote

Satu rencana lagi dalam Permenda- .
gri Nomor 4 Tahun 1980, yaitu. Ren-:

cana Unsur-unsur, {ota Terpermm

Teknis, dan Bersifat Sektoral, Melinat

namanya saja sudah bisa diketahui
bahwa rencana ini-adalah rencana sek-
toral/rencana untuk tiap-tiap sektor/

dapatkan wkuran peta—peta Rencana
Kota dan Rencana-rencana Khusus,
Dengan . peta-peta berukuran skala

besar itu, 1 : 5.000 untuk Rencana
Kota dan 1 : 2 OOO atau 1 : 1.000 un-
ik Rencana-rencana Khusus menun-
jukkan tidak begitu besamya wzlayah

wilayah fisik kota yang duencanakan_

untuk kondisi waktu 1tu .
Dengan sernakin
ukuran wilayah fisik kota-kota yang

ada, perencana kota tentunya bemsaha:

menyesua1kan gambar/peta -peta ren-
cana yang dibuatnya. Perluasan wila-

yah diupayakan untuk mengatasi le-.

dakan penduduk sekaligus makin ber-
tumpuknya keg:atan di kota. Sejalan

depgan perputaran waktu ukuran.

kota Kkota membengkak terus Kemudi-
an di sinilah luas wﬂayah perencanaan
menjaﬁl berkembang, sehingga ukuran
peta-peta rencana ikut menyesuaikan
diri.

a1a . yang . besar, sekali,
i gambar -gambar peta vang kecil sekali.

memi)esarnya
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'\ Perkembarngan ‘ini terlihat dari-per-
;+ubghan ukuran-ukuran ;peta: rencana
.. dari: masa SVO -sampai-masa; Permen-

dagri Nomor 4 Tahun 1980, sangat
besar perbedaannya - karena jangka
wakiunya yang lama. Dengan demiki-
an perwujudannya, dari skala peta-peta
menjadi. ukuran

" Sedangkan perkembangan dari Per--

_ mendagn Nomor 4 Tahun 1980 sam.

. ‘pai SKB tahun 1985 tidallah begitu -
besar karena perbedaan jangka waktu-.
nya yang sangat singkat, yaitu selama_
-5 tahun. Malahan terlihat tidak ada

perbedaarn.

Masalah dimensi waktu menun}uk-
kan perbedaan yang tidak jauh antara
SVO yang berjangks waktu rencana
selama 10 atau 15 tahun dengan
Permendagri Nomor 4 Tahun 1980
yang - berjangka waktu 20 tahun atan
SKB Tahun 1985 yang juga rencana
kotanya berjangka waktu 20 tahun.

. Pembentuk - undang-undang” SVO
menentukan umur rencana kota yang
hanya 10 ‘sampai ‘15 tahun ini ber
anggapan bahwa rencana-rencana kota
itu ‘mengalami tahap di mana meme-
nuhi kriteria untuk diubah, hanyalah
berjangka waktu 10 sampai 15 tahun.

Sedangkan perencana kota pada
saat ini memperkirakan bahwa kondisi
perkotaan dan perkembangannya yang
memenuhi kriteria harus diubah atau
diganti perencanaannya adalah me-
makan waktu ]eblh Iama yaxtu 20
tahun.





